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ABSTRAK 
Perlindungan pemulia varietas tanaman merupakan konsep baru  di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 
29 Tahun 2000 Tentang perlindungan Varietas Tanaman dan  Undang-Undang No 12 Tahun 1992 Tentang 
Sistem Budidaya Tanaman untuk mengatur benih varietas. Konsep individual  yang melekat pada hak pemulia 
berbenturan secara budaya hukum dengan konsep komunal  masyarakat Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan 
terjadinya kriminalisasi pada  petani yang memanfaatkan varietas tanaman baru. Budaya hukum  terkait dengan 
tingkat pemahaman terhadap peraturan yang penerapannya berdampak langsung menimbulkan ketidakadilan 
bagi petani.  Penelitian ini menggunakan  metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang  
yang dianalisis secara kualitatif. Budaya hukum merupakan ujung tombak keberhasilan penerapan 
perlindungan varietas tanaman, seharusnya penerapan undang-undang ini tidak merugikan petani. Namun, 
akibat rendahnya budaya hukum  berdampak terjadinya kriminalisasi petani yang memanfaatkan benih varietas 
baru, diantaranya  pelanggaran  benih jagung milik PT BISI di kediri pada tahun 2008 dan pelanggaran benih 
padi oleh petani tahun 2019 di Aceh. Kondisi ini terjadi, karena penegak hukum salah dalam menerapkan kedua 
undang-undang tersebut. Oleh karenanya, perlu diantisipasi dengan meningkatkan  budaya hukum  masyarakat 
petani maupun penegak hukum. Keberhasilan upaya ini dapat diwujudkan  dengan meningkatkan pemahaman 
berbagai pihak, serta adanya pembinaan dan sosialisasi  pada penegak hukum dan  petani.  
Kata Kunci: Kriminalisasi Petani, Penerapan Perlindungan Pemulia Varietas Tanaman.      
 
 
I. PENDAHULUAN 
 Pertumbuhan umat manusia semakin pesat dan berbanding terbalik dengan kesediaan bahan pangan. 
Pertambahan manusia dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kelangkaan  pangan dan dalam jangka panjang 
mengancam ketahanan pangan dunia.   
Kondisi ini mendorong Negara maju mengembangkan industri pertanian baik melalui proses rekayasa genetik 
yang dilindungi dalam rezim paten maupun proses pemuliaan tanaman yang dilindungi dalam rezim perlindungan 
varietas tanaman. Hal ini perlu dilakukan mengingat bumi telah mengalami pemanasan global yang berdampak pada 
perubahan  iklim dan terganggunya keseimbangan alam yang terkait dengan berkembangnya berbagai hama serta 
penyakit tanaman yang menyebabkan  turunnya produksi pertanian.  
   Kondisi pertanian yang semakin parah mendorong  negara maju memasukkan kepentingannya dalam 
”General Agreement on Tariffs and on Trade” dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs yang isinya: 
  “Plants and animal other than microorganisms, and essentially biological   Processes for the production of plants 
or animal other than nonbiological   processes. However, members shall provide for the protection of plant   
varieties  either by patents or by an effective sui generic system or by any combination theoreof” 
 Pasal ini merupakan adopsi dari internasional  yang merupakan suatu perjanjian multilateral yaitu “International 
Convention for The Protection of New Varietas of Plants” yang disingkat “UPOV Convention.” Berdasarkan 
ketentuan pasal di atas, setiap negara anggota yang meratifikasi ketentuan ini dan menuangkannya dalam undang-
undang di negara masing-masing dapat memilih salah satu metode perlindungan hukum dari tiga metode yang 
ditawarkan yaitu paten, “sui generis” atau kombinasi ke duanya.(Adriana Krisnawati & Gazalba Saleh, 2004: 99) 
    Indonesia sebagai anggota World Trade Organization, disingkat WTO  telah mengadopsi  ketentuan UPOV 
Convention melalui  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, disingkat 
UU Perlindungan Varietas Tanaman.  
   Posisi Indonesia sebagai negara agraris merasa perlu memiliki Undang-Undang Perlindungan Varietas 
Tanaman, karena Indonesia termasuk negara yang memiliki keanekaragaman varietas. Berdasarkan dari data 
Departemen Pertanian mengenai  varietas tanaman baru yang telah mendapatkan sertifikasi varietas tanaman padi  
yaitu berjumlah 152 varietas unggul baru pada periode tahun 1981 sampai tahun 2004 dan untuk tanaman jagung 
hibrida 16 varietas dihasilkan pemerintah dan 68 varietas dihasilkan oleh swasta. Sehingga dapat dikatakan untuk 
semua tanaman hortikultural telah menghasilkan 227 varietas  baru. (Achmad Baihaki, manfaat-dan-implementasi-
uu-no-29-th-2000-tentang-pvt-dalam-pembangunan-industri-perbenihan,dapat diakses, htpp .www. // anekaplanta 
.wordpress.com, diakses 10 Agustus 2019).  
  Di setiap daerah di Indonesia memiliki  keunggulan  varietas sendiri-sendiri. Salah satunya daerah Bali  yang 
memiliki potensi budidaya tanaman buah  komoditas unggulan seperti salak bali, manggis, jeruk siam, anggur, 
durian dan mangga yang saat ini telah memiliki prospeknya ekspor ke Mancanegara seperti Cina, Eropa, Timur 
Tengah, dan beberapa negara di kawasan Asia. (Ni Luh Martini, Rindang Dwiyani, dan Ni Luh Made 
Pradnyawati,2015:3). 
Di sisi lain, kekayaan varietas tidak berjalan beriringan dengan penegakan hukum dalam melindungi pemulia 
maupun petani. Salah satu hambatan penerapan hukum terkait  dengan budaya hukum  masyarakat dalam 
memahami peraturan yang ada.  Mengingat  di Indonesia saat ini, ada dua  ketentuan undang-undang yaitu UU 
Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang No 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, 
disingkat UU Sistem Budidaya Tanaman. Kedua undang-undang ini memiliki tujuan yang berbeda. Apabila dilihat 
dari Pembentukan UU Perlindungan Varietas tanaman memiliki sistem liberal dan mengutamakan pemanfaatan 
ekonomi secara individual. Oleh karena itu, perlindungannya lebih diutamakan untuk melindungi hak pemulia baik 
secara ekonomi maupun moral.  
 Pembentukan UU Sistem Budidaya tanaman, “bertujuan untuk mewujudkan varietas lokal yang unggul yang 
memiliki nilai tambah bagi produksi pertanian yang dapat dinikmati petani selaku produsen, sehingga dapat 
memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri maupun ekspor.” Dalam UU ini lebih mengutamakan untuk 
menghasilkan benih unggul dengan tujuan meningkatkan taraf hidup petani kecil. Namun, dalam kenyataannya 
sering terjadi salah menerapkan hukum yang diakibatkan rendahnya pemahaman penegak hukum terhadap kedua 
undang-undang tersebut. Sehingga menimbulkan  terjadinya kriminalisasi petani akibat dituduh menjiplak benih 
tanaman dari perusahaan tertentu karena adanya kemiripan. Sesungguhnya petani tersebut telah membudidayakan 
sendiri secara tradisional tetapi hasilnya sama dengan benih yang dilindungi. (Rachmi Hertanti ,Indonesia for 
Global Justice, Petani rawan di Kriminalisasi, dapat diakses https:/igj.or.id/2016/10/17diakses pada 13 Agustus 
2019) 
  Kriminalisasi pada petani sudah sering terjadi, salah satunya penangkapan 11 orang petani di Jawa Timur yang 
dituduh melakukan pencurian benih dan dilarang membudidayakan benih. Sebelumnya tahun 2008 ada Tukirin 
petani Jagung di Kediri dituduh melakukan pelanggaran penggunakan benih jagung hibrida dan dipidana penjara 
selama 6 bulan. Pada Tahun 2010, pelanggaran yang dilakukan  Kuntoro petani jagung di Kabupaten Kediri 
dipidana penjara 7 bulan.   
   Kasus terbaru terjadi pada tahun 2019, dimana Tengku Munirwan kepala desa Meunasah Rayeuk, Kabupaten 
Aceh Utara ditahan polisi sebagai tersangka penyebaran dan pengembangkan benih  padi IF8.  Umumnya petani 
yang di kriminalisasi oleh penegak hukum, dengan  menggunakan UU Sistem Budidaya Tanaman. 
Melihat  kasus yang terjadi, maka dapat dikatakan bahwa budaya hukum memegang peranan penting dalam 
penerapan hukum. Rendahnya budaya hukum berdampak langsung terciptanya ketidakadilan bagi petani kecil. Oleh 
karena itu, perlu dikaji mengenai budaya hukum masyarakat dalam menggunakan undang-undang yang tepat untuk 
melindungi pemulia tanpa merugikan petani kecil.  
 
II. PERMASALAHAN 
     Bagaimana budaya hukum masyarakat  untuk menghindari kriminalisasi petani yang memanfaatkan varietas 
tanaman baru dalam  mewujudkan ketahanan pangan? ( Kajian  budaya hukum masyarakat termasuk penegak 
hukum  yang berdampak terjadinya  kriminalisasi pada petani dalam menerapkan peraturan perlindungan varietas 
tanaman)  
 
III. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif  dengan melakukan pendekatan undang-undang yaitu Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. Kedua undang-undang ini memiliki tujuan yang berbeda, sehingga 
kesalahan dalam menerapkannya berdampak ketidakadilan bagi petani. Penelitian ini mengunakan data sekunder 
yang terdiri peraturan terkait, yaitu UU Perlindungan Varietas Tanaman dan UU Sistem Budidaya Tanaman serta 
“Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012”  Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Terhadap UUD 1945 terkait dengan perlindungan bagi petani. 
Dalam penelitian ini membandingkan kedua undang-undang di atas  untuk melihat; filosofi pembentukannya, tujuan 
dan kelemahan  penerapannya dalam melindungi petani dan pemulia. Data yang telah terkumpul dianalisis secara 
kualitatif, dengan cara menganalisis secara mendalam dan  menyeluruh, baik dari segi peraturannya serta budaya 
hokum masyarakat terkait penerapannya. 
 
IV. PEMBAHASAN 
Efektifnya suatu penerapan hukum menjadi tolak ukur bagi keberhasilan hukum sebagai panglima di suatu 
Negara. Kendala penerapan hukum tersebut terjadi karena adanya sistem hukum lain yang berbeda paradigm 
masyarakat dan berdampak langsung pada budaya hukumnya. 
Kondisi ini menjadi permasalahan yang serius pada saat Indonesia tergilas oleh arus globalisasi melalui 
keikutsertaannya di WTO. Indonesia sebagai Negara anggota berkewajiban  untuk mengadopsi beberapa ketentuan 
konvensi internasional dan membuka berbagai akses bagi Negara asing untuk berinvestasi berbagai bidang termasuk 
pertanian.  
Oleh karena itu, sejak tahun 2000 Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Varietas Tanaman. Namun, 
penerapannya belum maksimal dan belum menyentuh pada  perlindungan pemulia dan penyelesaian sengketa. Hal 
ini terjadi karena rendahnya pemahaman berbagai pihak terhadap UU perlindungan varietas tanaman. Sehingga 
dapat dikatakan keberhasilan  penerapan suatu peraturan ditentukan oleh budaya hukum.   
Menurut pendapat Freidman,  budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh para 
pemimpin dan anggotanya. Sehingga dikenal adanya  budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal. Budaya 
hukum eksternal adalah budaya hukum  pada populasi umum, seperti masyarakat petani, sedangkan budaya hukum 
internal adalah anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi, seperti penegak 
hukum dan pelaksana hukum.( Lawrence Freidman, 2009:293) Namun, dalam pelaksanaannya unsur  budaya hukum 
tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus dilengkapi dengan sistem hukum lainnya, yaitu  unsur struktur dan unsur 
substansi. Unsur struktur merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum agar hukum dapat 
dilaksanakan. Sedangkan   unsur substansi yang merupakan aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang 
berada dalam sistem itu. (Lawrence Freidman, 2001:7) 
Dalam perkembangan saat ini, kajian  budaya hukum menjadi penting  dilakukan, karena  globalisasi 
memberikan berdampak terhadap perubahan nilai dan budaya masyarakat. Salah satu contoh masyarakat Indonesia 
yang berbudaya masyarakat agraris dipaksa berubah ke masyarakat  industri.  
Perubahan ini menurut Sunaryati Hartono,  kekuatan  Negara industri yang memiliki konsep bahwa  peraturan 
harus mengatur secara detail tindak tanduk masyarakat demi kelancaran dan ketertiban kehidupan masyarakat serta 
mencegah terjadinya ketidak-adilan.  Dalam konsep Negara maju mengutamakan  hak pribadi dibandingkan hak 
masyarakat secara umum. Sehingga  menimbulkan pendewaan terhadap hak-hak individual.               Kondisi ini 
berbanding terbalik dengan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen sifatnya dan mengutamakan budaya 
komunal. Sehingga perbedaan ini apabila tidak dijembatani dengan perubahan sosial akan  berdampak  sulit 
terjadinya perubahan budaya hukumnya (Sunaryati Hartono, 1982:20&21) 
Melihat kondisi ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan beberapa langkah yang harus ditempuh dalam 
menggunakan hukum untuk mengubah masyarakat, yaitu sebagai berikut: ”mengenal problem yang dihadapi 
masyarakat, memahami nilai yang ada dalam masyarakat, membuat hipotesa untuk menentukan pilihan mana yang 
paling tepat dan mengikuti jalannya penerapan hukum dan mampu mengukur efeknya.”( Sajipto Rahardjo,1996: 
232-233) 
Langkah-langkah ini perlu ditempuh mengingat di era ekonomi global saat ini,  peran negara untuk menjadi 
penjaga bangsa harus mampu menjalankan  fungsi hukum yang memiliki tiga kepentingan yaitu : ”kepentingan 
umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi”.  Kepentingan umum yang terpenting adalah kepentingan 
negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan hakikatnya suatu bangsa, kepentingan negara 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menjaga kepentingan sosial. Kepentingan pribadi tetap diperhatikan 
dengan menggunakan hukum, tidak sekedar untuk melindunginya, tetapi juga untuk sarana memajukan. 
Untuk mewujudkannya  perlu adanya budaya hukum yang baik meliputi budaya hukum internal yaitu salah 
satunya penegak hukum maupun budaya hukum ekstern pada masyarakat luas untuk memahami UU Perlindungan 
Varietas Tanaman.  UU  Perlindungan Varietas tanaman memiliki sistem liberal dan mengutamakan pemanfaatan 
ekonomi secara individual yang secara khusus melindungi pemulia.  Pemulia dapat dilindungi apabila telah 
melakukan kegiatan pemulian tanaman, yang dimaksud dengan:   
 dalam Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Varietas tanaman adalah “rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian 
atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan 
varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yangdihasilkan.”Dari proses inilah lahir hak pemulia. 
Kriteria perlindungan hak pemulia terkait dengan pendaftaran varietas baru yang harus memenuhi persyaratan 
sesuai Pasal 2 UU Perlindungan Varietas Tanaman adalah memenuhi unsur kebaruan, unik, seragam, stabil, dan 
diberi nama.  
 Sifat kerahasiaan nilai kebaruan  bertujuan untuk melindungi hak pemulia, sehingga cukup sulit  untuk dilanggar 
oleh pihak yang tidak berhak, seperti petani. Varietas baru tersebut baru dapat dipasarkan dan pakai oleh petani 
apabila telah mendapatkan sertifikat varietas tanaman. Sehingga dapat dikatakan apabila menggunakan ketentuan 
UU Perlindungan Varietas Tanaman akan menghindari terjadinya kriminalisasi petani. Namun dalam praktek saat 
ini, pelanggaran varietas tanaman diselesaikan oleh penegak hukum menggunakan UU Sistem Budidaya Tanaman. 
UU Sistem Budidaya Tanaman  lahirnya sebelum UU Perlindungan Varietas Tanaman. Pembentukan UU Sistem 
Budidaya Tanaman bertujuan untuk meningkatkan budidaya tanaman dengan menggunakan teknologi yang 
mengarah kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama masyarakat petani. Kegiatannya adalah 
pengumpulan plasma nutfah dan melakukan pemuliaan tanaman maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya 
untuk menemukan jenis baru serta varietas unggul.  
Setelah itu, perlu menempuh mekanisme pengawasan dan pembinaan yang efektif untuk dapat menjamin benih 
bermutu dengan melalui sertifikasi benih. Sertifikasi benih ini dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta.  
Benih yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label.  
 Dalam UU ini penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah pada penemu dalam bentuk penemu berhak 
memberi nama pada temuannya.( Penjelasan umum UU Sistem Budidaya Tanaman)  
 Dalam UU ini tidak disebutkan pengaturan hak ekonomi dan hak moral penemunya. Sehingga dapat dikatakan  
tidak secara tegas melindungi pemulia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UU Sistem Budidaya tanaman, 
mendefinisiskan: “Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam 
nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna 
memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;”  
Apabila dilihat isi pasal di atas maka adanya fungsi social dimana system budidaya tanaman bertujuan 
memenuhi kebutuhan manusia dan tidak ditemukan makna mengutamakan kepentingan individual. Namun, dalam 
prakteknya penggunaan UU Sistem Budidaya Tanaman tidak dapat melindungi petani, karena pengaturan yang tidak 
tegas menimbulkan lahirnya  pasal karet yang penerapannya sesuai kepentingan pemilik modal yang  berakibat 
terjadi  kriminalisasi petani kecil. 
Kriminalisasi petani kecil diawali pada tahun 2008 di Nganjuk Kediri petani yang bernama Tukirin dengan PT 
BISI. Dalam hal ini Tukiran membeli benih Jagung secara sah pada penyalur resmi dan melakukan penyilangan. 
Namun, hasil penyilangan tradisional yang dilakukan Tukiran sama dengan benih yang dijual oleh PT BISI. atas 
perbuatan tersebut  Tukirin dituduh telah mensertifikasi secara liar benih jagung milik PT BISI dan melakukan 
pembenihan illegal dengan menggunakan teknik penangkaran benih PT BISI. Terhadap dakwaan ini maka Tukiran 
dikenakan Pasal 61 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya 
Tanaman dengan di kenakan pidana penjara 6 bulan dan hukuman percobaan 1 tahun tidak boleh menanam jangung 
serta denda 200 ribu rupiah.(“Paten Benih Seret Petani Jagung ke Pengadilan,” dapat diakses https: //www. walhi. 
or.id? kampanye/  psda/ 050922- ptnbenih. cu, diakses 3 Maret 2008) 
Kriminalisasi petani terjadi lagi pada tahun 2010 terhadap Kuntoro petani di Desa Toyoresmi, Kecamatan 
Ngasem Kabupaten Kediri. Kuntoro dipidanakan selama 7 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 
karena di dakwa melakukan pemalsuan benih dan menjual benih Jagung yang tidak bersertifikat  milik PT BISI 
(“Pemalsuan Bibit Jagung di Ganjar 7 Bulan penjara, dapat diakses https://nasional.tempo.co/251620 /31/5/2010 
yang diakses 11 Agustus 2019) 
Kasus terakhir kriminalisasi Tengku Munirwan Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten 
Aceh Utara yang ditahan Polisi karena menjual benih padi IF8 yang belum disertifikasi dan dilepas Kementerian 
Pertanian RI. Akibat desakan berbagai elemen masyarakat penahanan Muniewan ditangguhkan. Munirwan 
melanggar Pasal 12 angka 1 dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 60 ayat 1 huruh b UU Sistem Budidaya 
tanaman.( Masriadi, “Kasus Kades Munirwan Ditahan Karena Sebarkan Benih IF8, dapat dikses htpps:// regional 
.kompas. com / read /2019/ 07/ 30, diakses 15 Agustus 2019) 
Berdasarkan kasus diatas, petani dinyatakan melanggar Pasal 12 ayat (2) UU Sistem Budidaya Tanaman yang 
menyatakan:” “Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dilarang diedarkan.” Akibat dari perbuatan ini dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 60 ayat (1) huruf b yang 
menyatakan “melanggar kekentuan pelaksanaan Pasal 16; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah.” 
Umumnya para petani tidak berniat melakukan pelanggaran tersebut. Mereka  hanya melakukan penyilangan dari 
dua benih verietas yang hasilnya sama dengan varietas baru yang belum disertifikasi. Dalam hal ini unsur niat dan 
unsure dengan sengaja tidak dipenuhi. Sedangkan dalam Pasal 50 ayat 2 UU Sistem Budidaya Tanaman, adanya 
ketentuan yang menyatakan bahwa, khusus untuk petani kecil tidak ada kewajiban membayar dalam memanfaatkan 
varietas baru tersebut. 
Kondisi pasal karet dalam UU Sistem Budi daya Tanaman menjadi kendala menerapkan hukum, karena 
keberadaan undang-undang ini bertujuan mengembangkan varietas untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sedangkan 
bagi perlindungan pemulia seharusnya menggunakan UU Perlindungan Varietas Tanaman. Apabila menggunakan 
UU Perlindungan Varietas Tanaman petani juga tidak dapat dikriminalisasi begitu saja tanpa alasan yang jelas, 
khususnya perlu dibuktikan melanggar unsur kebaruan dari suatu proses pemuliaan. Seharusnya terkait dengan 
petani kecil yang memanfaatkan benih varietas baru penegak hokum tidak perlu menggunakan  UU Sistem 
Budidaya Tanaman dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan. Oleh karena, 
kedua peraturan itu mengatur pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang budidaya tanaman baik 
perorangan maupun badan hukum. Namun penghargaan kedua ketentuan ini hanya bersifat sosiologis saja, yaitu 
berupa kewenangan untuk memberikan nama atas hasil invensinya dan pemberian sejumlah uang yang dimaksud 
sebagai pengganti atas biaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan pemuliaan.  
Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 mengenai tujuan dibentuknya UU Sistem Budidaya Tanaman adalah “ 
untuk meningkatkan dan memperluas keanekaragaman hasil tanaman yang diharapkan tidak hanya mampu 
memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi dapat diekspor”. Sedangkan tujuan lainnya yang diutamakan adalah untuk 
meningkatkan pendapatan petani dan  taraf  hidupnya serta menciptakan pemerataan kesempatan kerja. 
Berkaitan dengan tujuannya, maka pelanggaran terhadap UU Sistem Budidaya Tanaman  tidak dikenakan pada 
petani kecil.   Hal ini,dapat dilihat pada Pasal 50 angka 2 UU Sistem Budidaya Tanaman menyatakan :“Petani kecil 
berlahan sempit yang melakukan kegiatan budidaya tanaman hanya untuk memenuhi  kebutuhan hidup sehari-hari 
tidak dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”  
Berdasarkan analisis di atas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan  UU Sistem Budi daya Tanaman bertujuan 
mengembangkan varietas untuk memenuhi kebutuhan pangan, sehingga tidak tepat untuk melindungi penemu atau 
pemulia. Sedangkan bagi perlindungan pemulia seharusnya menggunakan UU Perlindungan Varietas Tanaman. 
Oleh karena, namun penggunaaan UU Perlindungan Varietas Tanaman, tidak serta merta dapat menkriminalisasi 
petani. 
Kesalahan penerapan UU diatas tidak akan terjadi, apabila penegak hukum menerapkan hukum secara benar dan 
tepat, baik UU Sistem Budidaya Tanaman maupun UU Perlindungan Varietas Tanaman. Kekeliruan dalam 
menerapkan undang-undang berdampak ketidakadilan bagi petani. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang 
baik bagi penegak hukum dalam menerapkan perlindungan  varietas tanaman baru untuk memenuhi fungsi kepastian 
hukum di satu sisi dan di sisi lain memenuhi fungsi keadilan khususnya bagi petani kecil. 
Untuk dapat mewujudkannya perlu ditentukan terlebih dahulu apakah pelanggaran tersebut merupakan 
pelanggaran dalam rezim hukum perlindungan varietas tanaman atau rezim hukum sistem budidaya tanaman. 
Mengingat kedua undang-undang tersebut memiliki latar belakang tujuan yang berbeda.  
Apabila yang dituju adalah melindungi hak pemulia dari segi hak individual maka menggunakan rezim hukum 
perlindungan varietas tanaman. Hanya saja dalam rezim hukum ini harus dibuktikan terlebih dahulu pelanggarannya 
terhadap  nilai kebaruan. Sedangkan bagi benih varietas baru yang diuji dilahan petani tetapi belum bersertifikat dan 
belum memiliki label. Namun sudah  dimanfaatkan tanpa ijin oleh petani, maka  masuk dalam lingkup rezim hukum 
sistem budidaya tanaman. Hanya saja  dalam menerapkan UU Sistem Budidaya Tanaman perlu dilihat ketentuan 
Pasal 50 angka2 yang isinya melindungi kepentingan  petani kecil. 
Ketentuan ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 99/ PUU-X/2012 yang menyatakan 
bahwa sesuai Pasal 9 ayat 3 UU Sistem Budidaya Tanaman: “kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah 
sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat dilakukan perorangan atau badan hukum berdasarkan ijin, kecuali 
untuk perorangan petani kecil.”  
Berdasarkan kenyataan yang ada, maka perlu adanya upaya meningkatkan  budaya hukum masyarakat untuk 
menghindari terjadinya  ketidakadilan bagi petani kecil dengan cara  melakukan sosialisasi bagi penegak hukum 
serta pembinaan bagi petani tentang perlindungan benih varietas tanaman. Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap 
pasal karet dalam UU Sistem Budidaya Tanaman agar penerapannya tidak menimbulkan kerancuan.  
          
V. SIMPULAN  
Perlindungan hukum bagi petani kecil ditentukan oleh budaya hukum masyarakat khususnya oleh penegak 
hukum. Rendahnya budaya hukum masyarakat baik penegak hukum maupun petani kecil mengakibatkan terjadinya 
kriminalisasi petani berdasarkan Pasal 12 ayat 2 jo Pasal 60 ayat(1) huruf b  UU Sistem Budidaya Tanaman. 
Seharusnya ketentuan pasal ini tidak berlaku bagi petani, karena berdasarkan Pasal 50 angka 2 UU Sistem Budidaya 
Tanaman menyatakan pemanfaatan benih oleh petani kecil  untuk kebutuhan hidup sehari-hari bukan merupakan 
pelanggaran hukum. Namun, apabila ingin melindungi hak pemulia maka penegak hukum seharusnya menggunakan 
UU Perlindungan Varietas tanaman bukan menggunakan UU Sistem Budidaya Tanaman. Penggunaan UU 
Perlindungan Varietas Tanaman dapat menghindari terjadinya kriminalisasi petani, karena perlu membuktikan 
terlebih dahulu adanya pelanggaran kebaruan varietas yang belum bersertifikat.  Oleh karena itu, untuk menghindari 
terjadinya kesalahan penerapan hokum, maka  perlu dilakukan upaya meningkatkan budaya hukum  masyarakat 
dengan  sosialisasi pada penegak hukum dan pembinaan bagi petani. 
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